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Abstrak
 

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan akan mengakibatkan hilangnya status Ibu Kota Negara yang

dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana rumusan

otonomi yang akan diterapkan di Provinsi Jakarta setelah tidak lagi mengemban status Ibu Kota Negara.

Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan. Berasal dari penerapan desentralisasi tersebut,  Indonesia juga menerapkan desentralisasi

asimetris yang penerapannya berupa daerah khusus seperti yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta.

Kekhususan yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta salah satunya adalah penekanan otonomi di tingkat

Provinsi. Setelah tidak lagi mengemban status daerah khusus, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk

memberlakukan otonomi reguler atau otonomi asimetris. Otonomi reguler akan mengembalikan rumusan

otonomi Provinsi Jakarta mengikuti rumusan di UU No. 23 Tahun 2014. Di sisi lain, penerapan asimetris

membuka kemungkinan untuk model-model otonomi lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode yuridis-normatif dengan metode analisis secara kualitatif. Model otonomi yang diterapkan di

Provinsi Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota Negara harus mempertimbangkan berbagai aspek yang terjadi

di Provinsi Jakarta. Rumusan otonomi di Provinsi Jakarta sepatutnya mengakomodasi perkembangan lewat

batas administrasinya sehingga dapat terbentuk otonomi daerah yang terintegrasi antar wilayah. Selain itu,

penting untuk menekankan partisipasi lokal dalam mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan semangat

otonomi daerah pasca reformasi.

<hr>

The capital city relocation to Kalimantan would result in the lost of capital city status which is held by

Special Capital Region of Jakarta. This will also raises questions about how autonomy will be implemented

in Jakarta Province after it no longer holds the status as capital city. Regional autonomy in Indonesia is

implemented with principles of decentralization, deconcentration, and co-administration. Derived from the

implementation of decentralization, Indonesia has also implemented asymmetric decentralization, which is

implemented in the form of special region such as held by the Special Capital Region of Jakarta. One of the

specialities of Special Capital Region of Jakarta is the emphasis on autonomy at the provincial level. The

Central Government has the authority to impose regular autonomy or asymmetric autonomy over Jakarta

Province after capital city relocation. Regular autonomy will restore the autonomy formula for Jakarta

Province following the formulation in Law No. 23 of 2014. Asymmetric decentralization will opens the

possibility for other models of autonomy. The method used in this research is juridical- normative  with

qualitative analysis methods. The autonomy model applied in the Jakarta Province after the relocation of the

capital city should consider various aspects that occur in the Province of Jakarta. The design of autonomy in

the Province of Jakarta should accommodate developments beyond its administrative boundaries so that an

integrated regional autonomy can be formed between regions. In addition, it is important to emphasize local

participation in managing their own regions in accordance with the spirit of regional autonomy.
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